KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

NOMOR: 259/PL.02.2-Kpt/2101/Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN

PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN ,

Menimbang

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal
10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2017

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan
Persyaratan Dan Persebaran Pasangan Calon
Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bintan
Tahun 2020.

Mengingat. . .




Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3896);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti. . .



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2006 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi
Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4748);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum. . .




10.

11.

12.

13.

14.

Memperhatikan: 1.

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten /Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
Nomor 205/PL.02.1-Kpt/2101/Kab/IV/2019 tentang
Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga
(DPTHP-3) serta Penetapan Daftar Pemilih Tambahan
Ketiga (DPTb-3) Tingkat Kabupaten Bintan Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 256 /PP.01.2-
Kpt/2101/Kab/X/2019 tentang Penetapan Pedoman
Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 257 /PP.01.2-
Kpt/2101/Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan
Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bintan Tahun 2020.

Surat Ketua  Komisi Pemilihan Umum  Nomor
1917/PL.01.9-SD /06 /KPU/IX/2019 Perihal Tahapan
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2020;

Surat Ketua  Komisi Pemilihan Umum  Nomor
1932/PL.01.9-SD/06/KPU/I1X/2019 Perihal Ralat Surat
Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1917/PL.01.9-
SD/06/KPU/IX/2019;

3. Surat : .



Menetapkan

KESATU

KEDUA

3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum  Nomor
2096 /PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Perihal Pedoman
Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi
syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan
Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada
formulir B.1. KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala
Daerah;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan Nomor : 188/PL.02.2-
BA/2101/Kab/X/2019 tentang Penetapan jumlah
minimum dukungan Persyaratan dan Persebaran
Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten
Bintan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bintan Nomor 08/PEMDA-KESRA/X/2019 dan Nomor
470/PP.01.2-NK/2101/Kab/X /2019 tentang
Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BINTAN TENTANG  PENETAPAN JUMLAH MINIMUM
DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BINTAN TAHUN 2020.

Menetapkan  persyaratan pencalonan berupa jumlah
dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020
berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019, berjumlah 103.512 (seratus tiga ribu lima ratus
dua belas) orang pemilih.

Persentase dukungan syarat bakal Pasangan Calon

Perseorangan harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh

perasn. ..
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persen) dari jumlah penduduk yang tercantum Dalam Daftar
Pemilih Tetap pada Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2019.

KETIGA : Jumlah minimal syarat dukungan bakal Pasangan Calon
Perseorangan adalah 103.512 (seratus tiga ribu lima ratus
dua belas) orang pemilih x 10% (sepuluh persen) = 10.351,2
dibulatkan ke atas menjadi 10.352 (sepuluh ribu tiga ratus
lima puluh dua) pendukung dan minimal tersebar di lebih dari
S50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten
Bintan (minimal 6 dari 10 kecamatan).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ceruk [juk
pada tanggal 26 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN
P ERVINA SARI
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